
 

 

 

 

 

 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 18 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 183 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib 

administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran 

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 

 

SALINAN 



  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 



  15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 

2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 16); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAS NON 

ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR. 

   

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di pemerintah 

daerah, meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan 

perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas, badan, 

satuan polisi pamong praja, kantor. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang bertindak 

sebagai Bendaharawan Umum Daerah. 

7. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

Bendahara Umum Daerah. 

 

 

 



8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

manatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. 

9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 

APBD pada SKPD. 

10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas Bendaharawan Umum daerah. 

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 

Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 

15. Kas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan atau 

Pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah 

daerah. 

 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman dalam pengelolaan penerimaan kas non anggaran 

dan pengeluaran kas non anggaran terhadap potongan 

Taspen, Askes, PPh, PPn, Potongan Beras dan Tabungan 

Perumahan. 

 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

optimalisasi penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran 

dan merupakan salah satu bentuk tertib administrasi 

pengelolaan keuangan daerah mengenai penyetoran kas non 

anggaran ke kas negara. 



Pasal 3 

 

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah. 

 

 

BAB III 

JENIS KAS NON ANGGARAN 

 

Pasal 4 

 

(1) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 meliputi: 

a. Iuran Wajib Pegawai (IWP); 

b. tabungan perumahan; 

c. asuransi kesehatan; 

d. pajak penghasilan Pasal 21; 

e. potongan PPh; dan 

f. potongan PPn. 

 

(2) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan 

pihak ketiga. 

 

Pasal 5 

 

(1) Pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 meliputi: 

a. Iuran Wajib Pegawai (IWP); 

b. tabungan perumahan; 

c. asuransi kesehatan; 

d. Pajak Penghasilan Pasal 21; 

e. potongan PPh; dan 

f. potongan PPn. 

 

(2) Pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diperlakukan sebagai pengeluaran 

perhitungan pihak ketiga. 

 

Pasal 6 

 

(1) Informasi penerimaan dan pengeluaraan kas non anggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 

ayat (1), disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non 

anggaran. 

 

(2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

 



BAB IV 

MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  

KAS NON ANGGARAN 

 

Pasal 7 

 

(1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat 

(1) melalui RKUD. 

 

(2) Pengeluaran kas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) non anggaran oleh bendahara 

pengeluaran PPKD. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

 

 

Ditetapkan di Manggar 

pada tanggal 13 April 2015 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

                ttd 

BASURI TJAHAJA PURNAMA 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 13 April 2015 

      SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

                      ttd 

             TALAFUDDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 18  

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd 
 

AMRULLAH, SH 
Penata(III/c) 

NIP. 19710602 200604 1 005 
 
 


